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ABSTRAK 

Tesis ini berjudul “Konsep Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ (UKPBJ) Pemerintah Kota 

Yogyakarta”. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep collaborative governance, 

kendala-kendala penerapan konsep collaborative governance serta upaya-upaya mengatasi kendala-

kendala konsep collaborative governance dalam pelaksanaan kontrak pengadaaan barang/jasa 

pemerintah di UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif 

dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan 

bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara secara 

langsung pihak UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta. Data penelitian ini dianalisis menggunakan 

metode analisis hukum dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukan penerapan konsep collaborative governance dalam pelaksanaan kontrak pengadaan 

barang/jasa pemerintah di UKPBJ pemerintah kota Yogyakarta belum diterapkan secara maksimal. 

Penerapan konsep collaborative governance dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa 

pemerintah di UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta masih mengalami banyak kendala seperti 

kendala sumber daya baik kendala sumber sumber daya manusia, anggaran maupun teknologi, 

benturan kepentingan, komunikasi yang kurang efektif maupun perencanaan yang tidak terintegrasi. 

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu peningkatan 

sumber daya, perencanaan pengadaan yang terintegrasi atau matang, membangun komunikasi yang 

efektif, pembagian kewenangan yang jelas, meminimalisir benturan kepentingan, pembagian hak 

dan kewajiban yang proporsional, meningkatkan kepercayaan dan komitmen Bersama serta 

pemberian sanksi yang tegas. 

Kata Kunci: Collaborative Governance; Kontrak Pengadaan barang/jasa pemerintah; Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) 
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ABSTRACT 

This thesis is entitled “The Concept of Collaborative Governance in the Implementation of Public 

Procurement Contracts in the Goods/Services Procurement Work Unit (UKPBJ) of the Yogyakarta 

City Government.” This thesis aims to examine the application of the concept of collaborative 

governance, the obstacles to the application of the concept of collaborative governance and efforts 

to overcome the obstacles to the application of the concept of collaborative governance in the 

implementation of government goods/services procurement contracts in the UKPBJ of the 

Yogyakarta City Government. This research is a normative research with a statute approach and 

conceptual approach. The data source is secondary data in the form of primary legal materials and 

secondary legal materials. Primary legal materials are in the form of laws and regulations, while 

secondary legal materials are obtained through literature studies and through direct interviews with 

UKPBJ Yogyakarta City Government. This research data was analyzed using the legal analysis 

method with a descriptive qualitative approach. The results showed that the application of the 

concept of collaborative governance in the implementation of government procurement contracts in 

the UKPBJ of the Yogyakarta city government has not been maximally implemented. The application 

of the concept of collaborative governance in the implementation of government goods/services 

contracts in the UKPBJ of the Yogyakarta City Government still experiences many obstacles such 

as resource constraints, both human resources, budget and technology constraints, conflicts of 

interest, ineffective communication and non-integrated planning. Some of the efforts made to 

overcome these obstacles are increasing resources, integrated or mature procurement planning, 

building effective communication, clear division of authority, minimizing conflicts of interest, 

proportional distribution of rights and obligations, increasing trust and commitment together and 

imposing strict sanctions. 

Keywords: Collaborative Governance; Public Procurement Contract; Public Procurement Work 

Unit (UKPBJ). 

 

 


